
 
 
 

TIADANYA BATAS USIA TERTINGGI CAPRES – CAWAPRES DIPERSOALKAN 

 

Jakarta, 18 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang 

Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dua permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (18/9) pukul 14.00 WIB. 

Permohonan Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 diajukan oleh tiga perorangan bernama Rio 

Saputro, Wiwit Ariyanto, dan Rahayu Fatika Sari, sedangkan Permohonan Perkara Nomor 

104/PUU-XXI/2023 diajukan oleh perorangan bernama Gulfino Guevarrato. Kedua permohonan 

mempersoalkan ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 

Secara khusus, Pemohon Perkara 102 mempersoalkan norma Pasal 169 huruf d dan q, 

sedangkan yang dipersoalkan dalam Permohonan Perkara 104 yaitu Pasal 169 huruf n dan q, 

yang berbunyi sebagai berikut. 

• Pasal 169 huruf d UU 7/2017 

d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi 

dan tindak pidana berat lainnya 

• Pasal 169 huruf n UU 7/2017 

n. belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa 

jabatan dalam jabatan yang sama 

• Pasal 169 huruf q UU 7/2017 

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun 

Dalam permohonannya, para Pemohon Perkara 102 menyampaikan bahwa Pasal 169 huruf q 

UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum karena tidak mengatur batas usia tertinggi. 

Padahal, lembaga tinggi lain seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, 

dan Badan Pemeriksa Keuangan telah mengatur hal tersebut. Untuk itu, dalam petitum, para 

Pemohon meminta MK menyatakan pasal a quo inkonstitusional apabila tidak dimaknai berusia 

paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun. Adapun terhadap norma pasal yang sama, 

Pemohon Perkara 104 meminta bahwa batas usia calon presiden dan calon wakil presiden 

merujuk kepada batas usia produktif, yaitu 21 sebagai usia terendah dan 65 sebagai usia 

tertinggi. 

Beranjak ke norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 yang dipersoalkan dalam Permohonan Perkara 

102, para Pemohon menyampaikan bahwa ketentuan a quo menimbulkan kekaburan norma yang 

menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum pada keseluruhan pasal. Para Pemohon 

kemudian meminta MK menyatakan pasal a quo inkonstitusional apabila tidak dimaknai tidak 

pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam 

jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian 

peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku 

penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang 



yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi 

serta tindak pidana berat lainnya. 

Terakhir, terkait Pasal 169 huruf n UU 7/2017 yang dipersoalkan oleh Pemohon Perkara 104, 

Pemohon melihat perlunya aturan yang membatasi pencalonan presiden dan wakil presiden. 

Menurut Pemohon, penting bagi setiap calon untuk memiliki etika politik dan sifat kenegarawanan 

dalam pencalonannya sehingga apabila ia tidak terpilih setelah mencalonkan diri sebanyak dua 

kali, ia tidak lagi mencalonkan diri pada pemilu selanjutnya. Oleh karena itu, dalam petitum, 

Pemohon meminta MK menyatakan pasal a quo inkonstitusional apabila tidak dimaknai belum 

pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam 

jabatan yang sama dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden 

sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama. (RA) 
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